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ABSTRAK 

Ikatan perkawinan yang terbangun dalam ikatan keluarga dengan tujuan 

membangun sebuah ikatan yang bahagia dan sejahtera, dengan prinsip mitsaqan 

ghalidzan atau ikatan yang kuat. Dimana sebuah ikatan yang memiliki tujuan 

untuk memberikan kebahagaian, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. 

Namun, dalam hal perkawinan, perceraian menjadi satu indikasi yang mampu 

merusak ikatan perkawinan tersebut. Pengadilan Agama Pamekasan adalah ranah 

hukum dalam hal menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya adalah perkara 

perceraian yang dalam 3 tahun mengalami peningkatan. Peningkatan angka 

perceraian (cerai gugat) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 

menunjukkan sebuah kenaikan yang signifikan. Peningkatan tersebut ditunjukkan 

oleh data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Pamekasan sejak tiga tahun 

sebelumnya, perceraian di PA Pamekasan menggambarkan sebuah kedramatisan, 

mengingat banyaknya keluarga yang melakukan perceraian, minimnya kesadaran 

dan tanggung jawab dalam keluarga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya 

peningkatan perceraian. 

Dalam kajian ini mencoba dan berusaha menemukan sebuah jawaban dari 

pertanyaan yang ditujukan, yaitu. Apa alasan atau penyebab dominan perceraian 

di Kabupaten Pamekasan tahun 2019?; Apa faktor yang mempengaruhi sikap para 

istri untuk mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019?; 

dan Bagaimana sikap dan pandangan lembaga KUA dan penyuluh agama dalam 

menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten Pamekasan? 

Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) atau dengan metode kualitatif yang 

merupakan kerja lapangan serta jenis pendekatan sosiologis. Penggunaan sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data 

skunder serta menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis dan menggunakan alur berfikir induktif yang menyangkut 

sebuah struktur hukum dan proses-proses hukum. 

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa: pertama, kasus perceraian yang 

ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi 

oleh cerai gugat seperti halnya di Pengadilan-pengadilan lain. Kedua, cerai gugat 

yang diajukan oleh para istri dilandasi oleh beberapa alasan, tetapi alasan yang 

mendominasi adalah tumbuhnya Ketidakharmonisan yang berakhir pada sebuah 

perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yakni 

tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, dan adanya tindakan amoral 

serta adanya perjodohan atau kawin paksa. Ketiga, alasan-alasan yang diajukan 

diperkuat oleh beberapa hal, termasuk meningkatnya kesadaran para wanita atas 

suatu peran dan hak dalam tatanan keluarga, baik dari segi individu maupun 

tatanan sosial. Keempat, alasan-alasan tersebut yang memang mempengaruhi 

semakin meningkatnya perkara cerai gugat dan ini direspon oleh para penyuluh 

dengan pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti kegiatan seminar yang berupa 

bimbingan pranikah, konseling pranikah, dan pemberian pemahaman, baik secara 

persuasif maupun melalui majelis binaan yang ada dibawah naungan penyuluh 
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agama yang bekerjasama dengan perangkat desa serta bekerjasama tokoh 

masyarakat. 

 

Kata kunci: perceraian (cerai gugat), faktor, hukum Islam, hukum positif. 
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MOTTO 

KEYAKINAN ADALAH SUATU DASAR DALAM MENCAPAI SEGALA SESUATU 

YANG DIHARAPKAN DAN DIINGINKAN. MAKA YAKINLAH BAHWA SEGALA 

USAHA AKAN SAMPAI PADA HASIL. 

“YAKIN USAHA SAMPAI” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Tidak ada usaha yang tidak menuai keberhasilan atau pencapaian yang 

diharapkan. Dengan tetap yakin, konsisten, dan tekun dengan sabar semuanya 

akan indah pada waktunya. Dalam hal persembahan yang akan saya berikan dan 

saya persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta yakni Mursyidi (Eppak) dan Nadiroh (Emmak) 

yang selalu menjadi penopang dalam urusan pendidikan, baik moril 

maupun materil serta segala pengorbanan dan kesabaran hingga sampai 

saat ini dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat dalam dunia pendidikan.  

2. M_N_A yang selalu memberikan dukungan selama berada di Kota yang 

Istimewa ini. 

3. Kawan-kawan seperjuangan (Kelas B semester 1 dan Kelas B sekarang). 

4. Kawan-kawan penghuni Apartemen 143D yang sudah seperti keluarga 

sendiri dalam memberikan dukungan dan guyonan. 

Berkat Do‟a, Motivasi dan Materil, akhirnya Tesis ini bisa terselesaikan dengan 

baik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tuggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilabangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 ṡa‟ ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 ta‟ ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 za‟ ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Koma terbalik diatas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha‟ H Ha ھ
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 hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis tarabbaṣu ترَبَّصُ 

ةُ   Ditulis „iddah عِدَّ

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Fasyahadeh فَشَهَادَةُ 

 Ditulis Khamisah خَامِسَةُ 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

اءُْيَلُِوُُْالَُُْةُ امَُرَُكَُ  Ditulis karāmahal-auliyā‟ 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah,dan dammah 

ditulis t. 

رَُطُْفُِالُُْاةُ كَُزَُ  Ditulis Zakātul fiṭri 
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D. Vocal Pendek 

 ـَ 
 ـِ
 ـُ

Ditulis 

 

Ditulis 

 

Ditulis  

A 

 

I 

 

U 

 

E. Vocal Panjang 

Fathah + alif Ditulis Ā 

ةُْيَلُُِاُهُِجَُ  Ditulis Jāhiliyah 

Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 

عىسَ ي َ  Ditulis yas‟ā 

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

fathah + wawu mati Ditulis Au 

ولق  Ditulis Qaulum 
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G. Cokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a'antum أأنتم

 Ditulis u'idat أعدت

 Ditulis la'in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 Ditulis al-Qur‟ān القرأن

ياسالق  Ditulis al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya. 

 ‟Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

وضذوي الفر   Ditulis ẓawī al-furūḍ 

 Ditulis ahl as-sunnah اىل السنة
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat dan kesehatan serta yang telah menganugerahkan rahmat, 

taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian sampai dengan penyusunan 

tesis ini yang berjudul “PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PAMEKASAN: ANALISA TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI 

GUGAT PADA TAHUN 2019” dapat diselesaikan. Dengan tujuan, tesis ini 

disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu 

Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan atas tercurah limpahkan kepada 

junjungan kita bersama, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah 

mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan dunia pendidikan. Baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tanpa adanya bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini sulit untuk diselesaikan dengan baik, 

untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikatan keluarga dalam sebagian peraturan serta perundang-

undangan yang ada di Indonesia, tentang istilah dari perkawinan atau 

pernikahan yang sebenarnya sudah banyak diperbincangkan dari berbagai 

pengertian perkawinan yang telah dikatakan oleh para tokoh agama atau 

para ulama terdahulu dalam literatur fiqh-nya. Berbicara tentang arti 

perkawinan atau pernikahan dalam Islam dan dalam Undang-Undang 

Perkawinan, juga terdapat istilah yang dikeluarkan dari berbagai istilah 

dan dijelaksan tentang apa itu perkawinan. Dimana perkawinan merupakan 

sebuah hubungan lahir batin antara pria dan wanita yang terikat oleh tali 

pernikahan yang menyatukan antara jasmani dan rohani dengan tujuan dan 

harapan membentuk ikatan keluarga yang berkelanjutan serta sesuai 

dengan apa yang ada pada agama Islam, yaitu melangsungkan kehidupan 

dan berkembang biak atau mempunyai keturunan.1 

Perkawinan merupakan tali dalam ikatan yang sah dan sakral 

dalam membangun keluarga bahagia serta untuk memperoleh keturunan. 

Perjalanan hidup manusia tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa ada 

kesinambungan dan keterikatan yang sah antara pria dan wanita yaitu 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, Pasal 1 
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dengan adanya sebuah ikatan perkawinan.2 Perkawinan pada hakikatnya 

adalah bertemunya dua insan yang sama-sama mempunyai sebuah harapan 

serta sebuah pandangan hidup yang searah, yaitu dengan sebuah tujuan 

untuk mendapatkan keturunan sebagai kelangsungan kehidupan dan 

menjadi keluarga yang bahagia.3 

Seiring dengan hal yang sedemikian, maka dapat ditafsirkan bahwa 

ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga 

yang kekal dan bahagia serta tidak lepas atau putus ditengah jalan. Karena 

pada hakikatnya perkawinan mempunyai asas berupa sebuah ikatan yang 

sangat kuat (mitsaqan ghalidzan). Hal ini adalah sebuah kewajaran, 

mengingat bahwa perkawinan tersebut memiliki makna yang 

konprehensif, yaitu sosial, individu, dan agama.4 

Setiap insan atau individu manusia pasti mempunyai cita-cita agar 

ikatan perkawinan dapat berlangsung sampai akhir hayat dan tidak putus, 

dan tidak adanya kehendak terputus ditengah jalan. Dimana ikatan 

pernikahan adalah hal yang sangat disegani dalam agama Islam. Namun, 

terkadang suatu ikatan perkawinan dapat terputus oleh beberapa faktor 

                                                           
2
 Dahwadin, dkk, Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Wonosobo: 

Mangku Bumi, 2018), hlm. 2 

3
 Pasal 1 

4
 Ibid, hlm. 3 
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tertentu yang bisa memutus ikatan dalam keluarga, dari beberapa sebab 

atau faktor dapat terlihat dari sepanjang sejarah kehidupan manusisa.5 

Ikatan pernikahan juga tidak jarang berujung pada sebuah 

perceraian. Dimana perceraian terkadang menjadi salah satu pilihan yang 

dilakukan oleh beberapa pasangan dan bahkan tidak dapat di hindari, 

khususnya dalam hubungan keluarga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. 

Oleh karena itu, baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang ada 

di Indonesia menunjukkam jalan sesuai dengan permasalahan dan sebab 

yang melatarbelakanginya. Perceraian di dalam Islam dikenal dengan 

sebuah istilah thalaq, yaitu melepaskan sebuah tali pernikahan, pemutusan 

atau pelepasan sebuah ikatan dengan menggunakan ucapan atau perkataan 

yang sudah ditentukan.6 

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian yang ada di Indonesia 

terus meningkat. Pada tahun 2014 kasus perceraian mencapai angka 

344.237 kasus perceraian. Berbeda dengan tahun 2015 dan tahun 2016 

yang tahun semakin meningkat dari jumlah tahun 2014. Pada tahun 2015 

angka perceraian mencapai 347.256 kasus dan di tambah dengan 

                                                           
5
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,(Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 128 

6
 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arb‟ah, Jilid IV, (Kairo: Dar 

al-Fikr, tth.), hlm. 278. 
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meningkatnya angka perceraian di tahun 2016 yang mencapai 365.633 

kasus.7 

Melihat keseluruhan dari jumlah kasus perceraian di Indonesia 

yang telah diputus oleh Pengadilan Agama di 34 provinsi di bawah 

Mahkamah Agung, dimana penyumbang terbesar terdapat pada provinsi 

Jawa Tengah dengan angka 79.047 ribu kasus pada tahun 2017, hal serupa 

juga terdapat pada provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus perceraian 

sebanyak 69.857 ribu, dan ditambah lagi dengan kasus perceraian yang 

lebih tinggi yaitu terdapat pada provinsi Jawa Timur dengan kasus 

perceraian sebanyak 84.839 ribu kasus.8 

Kasus perceraian yang ada di tiga provinsi, Jawa Timur menempati 

angka tertinggi, yang mana kasus perceraian yang berada di provinsi Jawa 

Timur kian meningkat, pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 

88.955 kasus perceraian, dari angka perceraian tersebut cerai gugat masih 

berada di angka tertimggi yaitu 62.165 kasus dan 26.790 kasus cerai talak.9 

                                                           
7
 https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-

2016 diakses pada 22 Desember 2019. Data di atas dapat dilihat pada Badan Pusat Statistik, 

yang mana data tersebut adalah data dari Dirjen Badan Peradilan Agama MA pada 2014 – 

2016 perceraian di Indonesia. 

8
 Tharieq Akmal Hibatullah, “Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi,”  

https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-

tertinggi/ 20 Desember 2018, diakses pada 22 Desember 2019. 

9
 Sumber:  Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen 

Badan Peradilan Agama https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-

talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html  11 Oktober 2019, diakses pada 22 

Desember 2019. 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016
https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/
https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/
https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html%20%2011%20Oktober%202019
https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html%20%2011%20Oktober%202019
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Kasus cerai gugat masih tetap dalam angka dominan dalam menempati 

angka perceraian, dimana hal yang demikian menjadi salah satu 

pembenahan terhadap pemerintah yang bersangkutan.  

Berbicara tentang kasus perceraian yang akan menjadi pusat 

penelitian adalah kasus perceraian yang berada di Kabupaten Pamekasan, 

yakni tingginya kasus cerai gugat yang setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan, kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun ke 

tahun kian meningkat yaitu pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 

1.324 kasus, diantaranya 507 kasus talak dan 817 kasus cerai gugat. Pada 

tahun 2018 angka perceraian yang berada di Pamekasan sebanyak 1.371 

kasus perceraian, di antaranya 507 kasus cerai talak dan 864 kasus cerai 

gugat.10 

Panitera hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar 

memaparkan bahwa perceraian yang berada di Pamekasan sangat 

bervareasi. Mulai dari adanya perbuatan yang dilarang agama (zina, 

mabuk, dan judi), meninggalkan salah satu dari pasangan, di penjara, 

kekerasan dalam rumah tangga, poligami, adanya kecatatan, perselihan 

dan pertengkaran terus-menerus, pemaksaan dalam melakukan 

perkawinan, dan masalah perekonomian. Sedangkan di tahun 2019 pada 
                                                           

10
 Tharieq Akmal Hibatullah, “Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi,” 

https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-

tertinggi/ 20 Desember 2018, diakses pada 22 Desember 2019. Lihat juga 

http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-

pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/ Elang Aminuddin Rabu, 12 September 2018, 

diakses pada 22 Desember 2019. 

https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/
https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/
http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/
http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/
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bulan januari hingga desember angka perceraian mencapai 1.569 kasus, 

yang meliputi 534 kasus talak dan 1.035 kasus cerai gugat.11 

Berbicara tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten 

Pamekasan tahun 2019, yang banyak diduduki oleh kalangan pemuda yang 

umur pernikahannya bisa dikatakan masih seumur jagung, dengan arti lain 

masa pernikahan yang dijalani masih sangat muda. Hal ini menunjukkan 

bahwa kesiapan mental dan lain sebagainya masih sangat minim. Kasus 

yang terjadi bisa ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua untuk tidak 

terburu-buru menikahkan anaknya dalam usia muda sangatlah penting.12 

Hery Kushendar sebagai Panitera Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pamekasan memberikan tanggapan bahwa maraknya perceraian di 

Pamekasan di dominasi oleh pasangan muda yang masa pernikahannya 

masih seumur jagung yang di latar belakangi oleh ketidak-siapan mental 

dan masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.  

                                                           
11

 Ahmad Rifqi, “Janda Muda di Pamekasan Tembus 1.426 Jiwa,” 

https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/ 05 

Februari 2020, diakses pada 19 Februari 2020. 

12
 Hery Kushendar sebagai panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan 

memberikan tanggapan dan komentar terhadap wartawan tentang tingginya angka perceraian 

yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam tanggapan yang disampaikan menghimbau kepada 

orang tua untuk tidak terburu-buru untuk tidak menikahkan anaknya. Tanggapan ini 

disampaikan karena melihat latar belakang permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah 

kurang akan kesiapan mental dari seorang anak dan tidak memilikinya pekerjaan yang tetap 

dan penghasilan tetap. Sehingga perselisihan dan percekcokan antara suami istri terus terjadi, 

sehingga perceraian adalah ujung dari solusi yang mereka ambil. Di lansir pada 19 Februari 

2020. 

https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/
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Melihat dari tingginya angkar perceraian yang ada di Kabupaten 

Pamekasan pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa objektifitas undang-

undang perkawinan dan peran Kantor Urusan Agama yang ada di 

Pamekasan belum menuai kemaksimalan dalam memberikan pemahaman 

terhadap pemuda yang akan melakukan atau melangsungkan perkawinan. 

Melihat dari beberapa kasus yang dijadikan landasan awal untuk memulai 

penelitian memberikan gambaran bahwa rata-rata kasus perceraian di 

notabeni oleh kalangan pemuda yang pemahaman tentang ikatan 

perkawinan masih minim dan jauh dari arti dan tujuan perkawinan itu 

sendiri.13 

Mengacu pada dinamika dan realita yang ada dikalangan 

masyarakat menunjukkan bahwa peran orang tua dan aparat yang 

berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap anak untuk mampu 

memahami arti pernikahan yang akan dijalani dalam ikatan perkawinan 

yang sakinah, mawaddah, warohmah.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian di atas, tentang kasus perceraian yang ada 

di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Maka hal yang dapat dijadikan 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
13

 Ahmad Rifqi, “Janda Muda di Pamekasan Tembus 1.426 Jiwa,” 

https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/ 05 

Februari 2020, diakses pada 19 Februari 2020. 

https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/
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1. Apa alasan atau penyebab dominan perceraian di Kabupaten 

Pamekasan tahun 2019? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi sikap para istri untuk mengajukan 

cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019? 

3. Bagaimana sikap dan pandangan lembaga KUA dan penyuluh 

agama dalam menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) 

di Kabupaten Pamekasan? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Melihat dari beberapa rumusan yang diangkat pada kajian ini. 

Maka dapat diambil tujuan serta kegunaan sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menguraikan tentang alasan dan penyebab 

dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor yang 

mempengaruhi sikap para istri dalam mengajukan cerai gugat di 

Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sikap serta pandangan 

lembaga yaitu Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama dalam 

menyikapi tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten 

Pamekasan. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pasti mempunyai 

kegunaan tersendiri. Di antaranya adalah: 

1. Kegunaan Akademik 
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a. Penelitian ini hendaklah mampu memberi tambahan rujukan 

dalam suatu perkembangan dari suatu penelitian keilmuan, 

terutama dalam bidang hukum perkawinan selanjutnya. 

b. Mampu memberikan sebuah pemahaman serta pijakan terhadap 

akademisi dalam menelaah tentang ilmu pengetahuan dan bahan 

bacaan serta pijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada dilingkup keluarga. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dalam penelitian ini sanggup memberikan saran dan motivasi 

atau bahkan solusi tentang masalah yang ada dan terjadi dalam 

keluarga, khususnya di daerah yang menjadi lokasi penelitian. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sebuah 

kontribusi nyata dan maksimal dalam membangun keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah. 

c. Hasil kajian ini diharapkan untuk memberi suatu pemahaman 

dari segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan 

perceraian dan perkawinan. 

D. Telaah Pustaka 

Pada penelitian ini, pengarang sudah melaksanakan penelusuran 

terhadap bermacam-macam karya ilmiah yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian-penelitian ini, yang ada di bawah ini: 
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Rohana Muawwanah dalam penelitian yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Cerai Gugat TKW Asia Timur di Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2017, peneliti mengkaji dari aspek cerai gugat yang 

dilakukan oleh TKW. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan yang 

menjadi penyebab terjadinya cerai gugat adalah tentang ekonomi, hukum, 

moralitas, ghoibnya suami, serta adanya ketidak harmonisan antara suami 

dan istri. Dan faktor penyebab yang mendasari alasan terjadinya cerai 

gugat adalah faktor penyebab gugatan (ekonomi, lingkungan, pergaulan, 

gaya hidup, dan tanggung jawab personal), dan faktor pendukung gugatan 

(pendidikan, keluarga, dan teknologi). Serta tinjauan hukum Islam dalam 

penelitian ini yang dapat disampaikan dan dapat diuraikan oleh peneliti 

adalah menjadi 3 kelompok, yaitu: mubah, makruh, dan haram.14 

Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, dan Sri Hartati. Yang 

membahas tentang cerai gugat. Dimana dalam kajian ini peneliti 

melakukan penelitian di Kota Bengkulu. Peneliti dalam penelitian 

menyatakan bahwa istri tidak bisa menerima perlakuan suami yang 

mendua atau selingkuh, keberadaan orang tua yang selalu ikut campur 

dalam urusan keluarga, dan adanya kekerasan terhadap istri serta tidak 

cukupnya nafkah lahir dari suami serta dampak negatif dan dampak positif 

yang dialami seorang istri. Dimana dampak negatif yang didapatkan 

adalah hubungan seorang istri terhadap masyarakat, sedangkan dampak 

                                                           
14 Rohana Muawwanah, “Tinajuan Hukum Islam terhadap Gugat Cerai TKW Asia 

Timur di Kabupaten Ponorogo tahun 2017”, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

(2017), hlm. 81 – 103. 
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positif yang didapatkan oleh seorang istri adalah hubungan sosial seorang 

istri dengan keluarga.15 

Sakaruddin dengan judul penelitian Cerai Gugat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada 

konstruksi sosial subyek dan faktor penyebab adanya cerai gugat yang 

dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi obyektif dan dimensi subyektif, 

serta cerai gugat sebagai tindakan sadar dari subyek. Dimana pada 

penelitian ini menghasilkan dua motif yaitu motif “karena” (1) karena 

adanya kegagalan dalam pemenuhan ekspektasi; (2) karena terdapat 

kesulitan pada ekonomi; (3) karena suatu konflik yang terus-menerus. 

Serta motif “tujuan” yaitu, (1) untuk memenuhi pengharapan dengan jalan 

sendiri; (2) untuk membetulkan kondisi perekonomian keluarga; (3) untuk 

kepuasan serta lepas dari tekanan batin. Dari dua motif tersebut, cerai 

gugat secara makro disebabkan oleh dekadensi norma dan penghilangan 

moral (desakralisasi) perkawinan sebagai suatu akibat dari peralihan 

sosial. Sedangkan dalam skala kecil, cerai gugat lebih disebabkan oleh 

kenyataan sosial yang kebalikan dari harapan ideal subyek.16 

                                                           
15 Monica Pujian Nagari dkk, “Cerai Gugat (Studi Kasus pada Istri yang telah 

Bercerai Gugat di Kabupaten Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu”, Jurnal Sosiologi 

Nusantara, Universitas Bengkulu, Vol. 3, No. 2, (Tahun 2017), hlm. 85 – 93. 

16
 Sakaruddin, “Cerai Gugat di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Jurnal Publisitas 

Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 

1, (Juni, 2017), hlm. 41 – 61. 
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Yulia Risa dengan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Cerai 

Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan 

Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014 – 2016. Dalam penelitian ini 

peneliti menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kasus perceraian yang 

ada di Kota Solok bermacam faktor dan alasan. Yaitu adanya perbuatan 

yang dilarang oleh agama, salah satu pihak menghindar dari pihak lain, 

salah satu pihak mendapat hukuman penjara, salah satu pihak berbuat 

suatu kekejaman atau penganiayaan, dan salah satu pihak mempunyai 

kecacatan. Melihat dari beberapa alasan dan foktor yang ada, peneliti 

memberikan sebuah akumulasi terhadap beberapa faktor tersebut. Yaitu, 

faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dengan akumulasi 

47.33%, tidak adanya tanggung jawab suami dengan akumulasi 29.62%, 

gangguan pihak ketiga dengan akumulasi 7.18%, ekonomi dengan 

akumulasi 5.65%, krisis moral dengan akumulasi 4.73%, cemburu dengan 

akumulasi 3.38%, dan tindakan poligami dengan akumulasi 0.61%.17 

Ilham Wahyudi yang berjudul Faktor-faktor Dominan Penyebab 

Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam 

Perspektif Gender. Dalam tesis ini penulis menyimpulkan bahwa 

perceraian dalam ajaran agama Islam tidak dilarang, akan tetapi hal 

tersebut adalah tindakan yang sangat dibenci. Adanya faktor yang 

                                                           
17 Yulia Risa, “Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: 

Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016”, Jurnal 

Ijtihad: Hukum Islam dan Pranata Sosial Universitas Dharma Andalas, Vol. 32, No. 2, 

(2016), hlm. 158-162. 
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dominan terjadinya perceaian adalah tidak adanya keselarasan dalam 

rumah tangga, minimnya tanggung jawab, kurangnya ekonomi, kekerasan 

yang nyata dalam rumah tangga, serta tindakan poligami yang tidak sehat. 

Salah satu faktor yang lebih mendalam adalah kurangnya komunikasi yang 

baik sehingga tidak dapat menempatkan permasalahan yang berada dalam 

rumah tangga.18 

Ahdiat Pramono dengan judul penelitian Akibat Perceraian yang 

disebabkan Tindak Kekerasan Penganiyaan Terhadap Istri (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Surakarta). Penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh tindakan kekerasan 

yaitu perihal fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam kurun 

waktu yang cukup lama. Tindak kekerasan yang disebutkan juga 

disebabkan oleh faktor lain, yaitu suami selalu cemburu, suami yang 

gemar mabuk, dan suami yang melampaui batas dalam mengerjakan 

hubunngan intim.19 

Ma‟mun Rohman yang berjudul Perceraian Dini di Kota 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa 

di Kota Yogyakarta sejak tahun 2011 – 2015 selalu mengalami 

peningkatan. Besaran peningkatan perceraian mencapai 20% sampai 30%. 

                                                           
18

 Ilham Wahyudi, “Fakkor-faktor Dominan Penyebab terjadinya Perceraian di 

Linkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam perspektif gender”, Tesis Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 68-97. 

19
 Ahdiat Pranomo, “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan 

Penganiayaan terhadap Istri”, Tesis Universitas Diponegoro Semarang (2007), hlm. 32-59. 
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Perceraian yang berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 – 2015 

mempunyai beberapa faktor yaitu perselisihan agama, krisis moral, 

dihukum, kekerasan jasmani, kekejaman mental, cacat biologis, poligami 

tidak sehat, kecemburuan sosial, pemaksaan untuk melangsungkan 

perkawinan, kawin dibawah umur, politis, tiada keharmonisan dan 

gangguan pihak ketiga.20 

Melihat beberapa kajian pustaka yang dijadikan perbandingan dan 

persamaan dalam penelitian ini, memberikan sedikit perbedaan yang 

mencolok dan signifikan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kajian 

yang pertama sampai yang terakhir menunjukkan pada beberapa alasan 

dan beberapa faktor yang mendasar terhadap terjadinya sebuah perpisahan. 

Di antaranya adalah ekonomi, moralitas, ghaibnya suami, tidak adanya 

sebuah keserasian antara suami-istri, adanya tindakan poligami, adanya 

perbuatan zina, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, cacat badan, 

suami yang sering mabuk-mabukan.  

Salah satu perbedaan yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini 

karena adanya alasan dan faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya 

cerai gugat adalah dimana salah satu pihak tidak mau bertempat tinggal di 

salah satu rumah yang bersangkutan. Alasan dan faktor lainnya adalah 

adanya pemaksaan dalam melakukan perkawinan. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian, khususnya cerai 

                                                           
20

 Ma‟mun Rohman, “Percerian Dini di Kota Yogyakarta”, Tesis Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 86-101. 
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gugat yang ada di Kabupaten Pamekasan adalah tidak adanya kesiapan 

dari salah satu pihak dan tidak adanya rasa kasih sayang yang mendasari 

akan tali perkawinan tersebut. 

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang 

menjadi dasar akan sebuah perkawinan memberikan kesempatan kepada 

salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan saling 

menerima dan tidak ada keterpaksaan antara keduanya. Namun, ketika 

melihat angka perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan di 

notabeni oleh kasus cerai gugat, yang menjadi alasan dan faktor terjadinya 

putus tali perkawinan adalah dengan adanya pemaksaan dalam 

melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 

terhadap undang-undang yang berlaku masih sangat minim. Dan hal ini 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan 

yang berlaku. 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori 

hukum empiris dan teori sosiologi hukum. Dimana kedua teori tersebut 

memiliki keterikatan yang saling mendukung, baik secara keilmuan, 

metode, pendekatan, dan analisis data dalam sebuah penelitian yang 

meliputi kajian hukum secara sosial. 

1. Teori Hukum 
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Teori hukum merupakan ilmu teoritik yang membahas 

tentang hukum secara empirik yang berfungsi untuk melihat 

hukum secara nyata dalam ranah ilmu sosial. Teori hukum empiris 

pada pengkajian teori hukum dalam ilmu sosial meliputi teori 

keadaan dasar hukum, teori hukum fungsional, dan teori sistem. 

Namun, dalam penggunaan teori hukum empiris tertuju pada teori 

keadaan dasar hukum, dimana teori tersebut memiliki tiga tipe 

hukum, yaitu. Pertama, Tipe Hukum Represif, yaitu terkait tentang 

keberadaan tata hukum; Kedua, Tipe Hukum Otonom, yaitu suatu 

penekanan terhadap eksistensi hukum; Ketiga, Tipe Hukum 

Responsif, yaitu representasi keadilan secara prosedural yang harus 

dilengkapi dengan keadilan secara substantif yang memiliki dasar 

suatu legitimasi hukum.21 

Penggunaan teori hukum empiris yang mencakup suatu 

dasar hukum yang responsif terhadap suatu peristiwa secara 

sosiologis memiliki karakteristik hukum yang mampu 

diidentifikasi, yakni suatu legitimasi hukum yang berdasarkan pada 

keadilan, hukum yang tunduk pada asas dan kebijakan, tujuan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, moralitas, dan integrasi hukum dan 

pembelaan terhadap masyarakat. Teori tersebut menerangkan 
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 Dewa Gede Atmadja & Nyo man Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, (Malang: 

Setara Press, 2018), hlm. 132 – 135. 
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bahwa hukum sebagai suatu perangkat aturan yang valid, obyek 

dari teori hukum tersebut adalah norma, umum, dan individual. 

Pengertian serta pemahaman dari teori hukum empiris di 

sini adalah teori yang membahas tentang hukum positif.22 Teori 

hukum disini ditekankan untuk mampu menjadi landasan yang kuat 

untuk membongkar segala sesuatu yang kejadiannya bersifat 

empiris. Yang secara terminologi teori hukum dalam nuansa 

keilmuan pada suatu ilmu hukum menerangkan atas kejernihan 

serta peningkatan secara teoritikal dan praktikal.23 

Teori hukum pada nilai suatu ilmu hukum bisa berguna 

sebagai alat untuk menganalisis, membongkar dan mendiskusikan 

tentang persoalan hukum aktual secara normatif, yang hal itu 

merupakan sebuah esensi karakter keilmuan dari ilmu hukum 

sebagai ilmu normatif.24 Meski dikatakan sebagai hukum yang 

normatif, teori hukum disini bisa dilihat dari beberapa pokok, yaitu 

(1) teori hukum yang memiliki hubungan antar bidang studi; (2) 

hubungan filsafat dan teori hukum, dan (3) teori hukum kritis. Dari 

ketiga sudut pandang yang sudah disebutkan, memberikan 

kesimpulan bahwa sebagai ketaatan ilmu, teori hukum mesti 

                                                           
22

 Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, (Malang: 

Setara Press, 2018), hlm. 31 

23
 Ibid., 47 

24
 Herman Bakir, Kastil Teori Hukum, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 

2005), hlm. 39 
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ditempatkan secara mendasar kedalam suatu teori hukum yang 

empiris.25 

2. Teori Sosiologi Hukum 

Definisi dari teori sosiologi hukum atas pendapat Alvin S 

Johnson ini adalah suatu bagian dari sifat dan prilaku manusia, 

yang mempelajari segala kenyataan pada ranah sosial yang nyata.26 

Melalui pengertian di atas mampu memberikan beberapa 

penafsiran terhadap sosiologi hukum yang akan dijadikan teori 

kedua pada penelitian ini. Sosiologi hukum menerangkan suatu 

kebiasaan dan suatu yang berwujud dari bahan hukum yang 

bersumber pada isi suatu pengertian.  

Menurut Soerjono Soekanto sebagai seorang sosiolog 

hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum ialah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang menelaah terhadap hubungan timbal balik 

antara norma dengan keadaan sosial. Secara teoritis sosiologi 

hukum berkaitan dengan aspek kehidupan yang memberikan 

legitimasi atas perubahan sosial.27 

Berbeda pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang sosiologi 

hukum, ia memberikan definisi sosiologi hukum sebagai ilmu yang 

                                                           
25

 Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum..., hlm. 51 

26
 Yesmil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2011), hlm. 112 

27
 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), 

hlm. 1 – 2. 
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mempelajari kenyataan pada hukum tersebut. Satjipto Rahardjo 

dalam teori sosiologi hukum memberikan beberapa karakteristik 

kajian secara sosiologis,28 yaitu mencakup: 

a. Sosiologi hukum yang mempunyai tujuan untuk memberikan 

keterangan terhadap praktek hukum. 

b. Sosiologi hukum yang selalu menguji atas keabsahan empiris 

(empirical validity). 

c. Sosiologi hukum yang selalu memberikan penjelasan dari objek 

yang pelajari dan tidak memberikan penilaian terhadap hukum. 

Teori sosiologi lebih menekankan pada sejumlah penegasan 

yang logis dan abstrak serta mencoba untuk menjelaskan suatu 

hubungan dengan fenomena atau kejadian yang sedang terjadi.29 

Hal ini sejalan dengan fungsi teori yang dikemukakan oleh Atho 

Mudzhar, yaitu: (1) mendefinisikan suatu orientasi utama dari ilmu 

pengetahuan terhadap bentuk data yang perlu diabstraksikan; (2) 

menawarkan kerangka konseptual yang sistematis; (3) 

memperingkas suatu fakta menjadi generalisasi.30 

Suatu analisis dapat dikatakan bersifat sosiologis jika hal 

itu menyangkut struktur dan tatanan sosial serta proses sosial. 

                                                           
28

 Ibid, hlm. 113. 

29
 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, cet. ke-2 (Jakarta: PT Karisma Putra Utama 

Kencana, 2015), hlm. 6. 

30
 Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, cet. ke-4 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45. 
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Struktur sosial adalah suatu yang saling berhubungan antara norma 

sosial (social norms), kelompok sosial (social organizations), 

lembaga sosial (social institutions), dan pelapisan sosial (social 

stratifications). Sedangkan proses sosial adalah proses-proses yang 

terjadi dalam interaksi sosial, seperti perubahan sosial (social 

change), konflik sosial (social conflicts), kerjasama sosial (social 

cooperation), integrasi sosial (social integration).31 

Sedangkan sosiologi menurut pendapat David B. 

Brinkerhoft adalah pembelajaran yang terstruktur rapi dan 

sistematis tentang segala aspek sosial manusia.32 Sosiologi yang 

dimaksud di atas mempunyai titik fokus perhatian pada sebuah 

hubungan dan pola kehidupan manusia, yaitu bagaimana hubungan 

satu dengan yang lainnya, bagaimana pola prilaku yang satu 

dengan yang lainnya, bagaimana hubungan itu tumbuh 

berkembang, bertahan, dan berubah. 

Teori sosiologi merupakan konsekuensi logis dari 

perbedaan pandangan tentang objek kajian sosiologi, seperti yang 

telah dikemukakan di atas. Batasan pertama tentang teori sosiologi 

memperlihatkan objek sosiologi dipandang sebagai suatu realitas 

objektif, dimana kenyataan dipandang berada diluar sana 

                                                           
31

 Atho Mudzhar, Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), hlm. 3. 

32
 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi,… hlm. 8 
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(eksternal) dan terbebas dari unsur objektif pribadi. Berbeda 

dengan batasan pertama, pada batasan kedua tentang teori sosiologi  

dipengaruhi oleh pandangan bahwa objek sosiologi adalah dunia 

sosial, dalam hal ini masyarakat, yang bersifat simbolik, yang 

dihasilkan melalui proses interpretatif.33 

Dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan sering kali dibedakan oleh suatu istilah, yaitu gender 

yang selalu dibedakan dengan jenis kelamin. Gender adalah suatu 

perbedaan yang bukan dari biologis serta bukan dari kodrat Tuhan, 

melainkan suatu hal yang diciptakan oleh laki-laki amupun 

perempuan melalui suatu proses sosial dan budaya. Dimana gender 

tersebut sebagai sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun diri 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.34  

Teori yang sudah disebutkan di atas memberikan sebuah 

ikatan atau kesinambungan teori (teori sosiologi hukum). Dimana 

keterkaitan dan hubungan kedua teori tersebut adalah terlihat dari 

tiga sudut pandang yang diteliti dalam penentuan hukum secara 

interdisipliner dari karakter atau sifat khas teori hukum. Yang 

pertama, sosiologi hukum yang tidak hanya terbatas pada kajian 

yang berkaitan terhadap norma hukum perihal kemasyarakatan. 

                                                           
33

 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi...,  hlm. 19 

34
 Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya 

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, Jurnal Palastren 

Pascasarjana STAIN Kudus, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 5 – 6. 



22 
 

  
 

Kedua, pemanfaatan terhadap sosiologi hukum untuk memperoleh 

suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Ketiga, 

pengkajian dan penjelasan hukum dari segi hukum yang 

bermacam-macam, yaitu tidak hanya pada aspek sosiologi, akan 

tetapi pada aspek logika, aspek psikologi, dan aspek sejarah.35 

F. Metode Penelitian 

Dengan memperhatikan pokok permasalahan serta maksud dari 

tujuan. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

sebagai suatu metode yang menekankan terhadap pengumpulan data 

secara langsung serta menyeluruh dengan tujuan agar mampu memahami 

secara mendalam, yang meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field reseacrh) yaitu pengambilan data dari tempat atau lokasi 

yang akan menjadi pusat penelitian dari permasalahan atau prihal 

yang akan diselidiki.36 Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitian di Pengadilan Agama Kabupaen Pamekasan untuk 

medapatkan data-data yang di perlukan. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan sosiologis (sociological approach) yang merupakan 

                                                           
35

 Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, (Malang: 

Setara Press, 2018), hlm. 53 

36
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yohyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 6 



23 
 

  
 

ilmu sosial yang obyek dari sosiologi tersebut adalah masyarakat. 

Dimana metode pendekatan sosilogis disini bersifat empiris 

teoritis, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada suatu 

observasi terhadap kenyataan dengan menggunakan akal sehat 

serta berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil penelitian 

tersebut.37 

Metode pendekatan sosiologis yang bersifat empiris teoritis 

dimaksudkan untuk melihat segala aspek sosial yang menjadi latar 

belakang terhadap terjadinya perceraian, khususnya cerai gugat di 

Pengadilan Agama Pamekasan. 

2. Sumber Data 

Sumber data alam hal penelitian ini, peneliti menggunakan 

suatu sumber data yang relevan, yaitu dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Definisi dari kedua sumber data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sebuah data atau suatu data 

yang didapat dari objek penelitian yang merupakan sumber untuk 

mendapatkan data yang dicari.38 Yaitu data yang didapat dari 

                                                           
37

 Abuy Sodikin Badruzaman, Metodologi Studi Islam, (Bandung: Tunas Nusantara, 

2000), hlm. 22 – 23. 

38
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 124 
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Pengadilan Agama (hakim dan panitera hukum), Kantor Urusan 

Agama, dan Penyuluh Agama yang ada di Kanupaten Pamekasan. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data atau bahan yang menjadi 

penyokong terhadap penguatan data primer atau data utama dalam 

penelitian.39 yang meliputi referensi tambahan dari data 

kepustakaan, yaitu berkas-berkas dan dokumentasi dari putusan, 

undang-undang, dan buku serta jurnal yang memiliki relevansi 

dengan masalah yang dibahas. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpalan bahan atau data pada penelitian ini 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu meliputi dari karya 

tulis ilmiah dan dokumen lainnya yang mempunyai relevansi. 

Adapun bentuk yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan sebuah metode yang secara langsung 

melihat atau mengamati objek yang menjadi bahan penelitian. 

Metode observasi digunakan pada perilaku atau tindakan manusia, 

lembaga, dan lain sebagainya. Proses observasi tidak menekankan 

untuk terlibat langsung pada objek penelitian, melainkan dapat 
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dilakukan dengan cara mengamati subyek-subyek penelitian.40 Dari 

proses observasi tersebut terdapat sebuah catatan penting yang 

nantinya hasil dari catatan tersebut selanjutnya di analisis untuk 

dapat mendapatk sebuah kesimpulan awal dari hasil pengamatan 

terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.41 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang menghubungkan  

tanya jawab dari peneliti dengan subyek/informan. Pelaksanaan ini 

dilakukan secara sistematis. Yang meliputi beberapa informan 

yaitu hakim dan panitera hukum yang ada di Pengadilan Agama 

serta Kantor Urusan Agama yang meliputi Kepala KUA dan 

Penyuluh Agama. 

Bentuk wawancara yang digunakan dapat dibagi menjadi 

dua, yakni: 1) Wawancara tidak terstruktur, yakni pewawancara 

lebih dituntut untuk lebih kreatif dan tidak monoton dalam 

melakukan wawancara, 2) Wawancara terstruktur, bentuk 

wawancara disini lebih menekankan  terhadapa peneliti untuk 

menggali sebuah pertanyaan yang sistematis atau tersusun rapi.42 

c. Dokumentasi 
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 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Sukabumi: 

CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 109-110 
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 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 
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Bentuk dokumentasi yang dilakukan yaitu untuk 

penyempurnaan data dari hasil observasi dan wawancara. Dimana 

dokumentasi ini dimaksudkan agar apa yang telah dilakukan dapat 

mencapai kesempurnaan. Baik dari referensi yang relevan.43 seperti 

buku dan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pamekasan. 

4. Analisis Data 

Untuk menganalis data yang telah di dapat dan diperoleh, 

peneliti memakai metode deskriptif analisis yang merupakan 

sebuah pene litian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan 

suatu persoalan sampai bersifat faktual atau nyata.44 Dengan 

menggunakan rangkaian berfikir secara induktif, yaitu suatu bentuk 

akhir yang general dari data yang kasuistik (penelitian sebab-sebab 

“kasus-kasus”). 

Peneliti juga menggunakan deskriftif yaitu studi kasus yang 

merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menelaah secara 

benar dan juga memakai suatu bentuk kajian untuk menkrucutkan 

serta memusatkan pada satu masalah secara rinci.45 Dengan 

demikian, kajian ini berusaha memunculkan pandangan secara 
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 Ibid, hlm. 236 

44
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial,(Yogyakarta: Gajah Mada University, 

Press, 1993), hlm. 31 

45
 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif,(Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 

hlm. 38 
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terperinci pada suatu peristiwa, sehingga memperoleh hasil yang 

banyak dari subyek yang dikaji. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam proses penelitian ini supaya terarah, 

penyusun memakai sebuah sistematika pembahasan seperti berikut: 

Bab I, memuat pendahuluan yang meliputi enam bagian. Yaitu 

penjabaran tentang permasalahan yang akan diangkat, peerumusn masalah 

yang menjadi titik pertanyaan, tujuan masalah, kajian/telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II, membahas perihal kerangka teori yang bersangkutan 

dengan teori-teori yang dipakai untuk dijadikan pisau analisis dalam kajian 

ini serta untuk memahami dan menganalisa permasalahan yang berkaitan 

dengan perceraian, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan, 

baik cerai gugat atau pun cerai talak yang ada di PA Kabupaten 

Pamekasan.  

Bab III, peneliti akan membahas dan menjelasakan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, baik dari dari sejarah, geografis, dan 

pemaparan data dari hasil penelitian ini. 

Bab IV, membahas hasil dari wawancara yang berupa suatu 

analisis penelitian tentang temuan di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pamekasan tentang hal mendasar terjadinya cerai gugat dan faktor yang 

menjadi penyebab suatu peristiwa perceraian serta pandangan lembaga 
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terkait yang meliputi KUA dan Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten 

Pamekasan tahun 2019. 

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang ada di 

Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan serta saran terhadap hasil 

penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang kasus 

perceraian khususnya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Pamekasan 

pada tahun 2019 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat yang 

dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yakni tidak adanya tanggung 

jawab, adanya pihak ketiga, kurangnya ekonomi, kawin paksa yang 

didasari suatu perjodohan, dan tidak adanya keharmonisan yang 

disebabkan oleh tumbuhnya ketidakserasian, ketidaksesuaian dan 

ketidakcocokan dan dari alasan-alasan tersebut terjadilah 

perselisihan dan pertengkaran serta adanya kesadaran seorang 

wanita terhadap peran, fungsi, dan hak yang didasari oleh 

kesetaraan gender dan keadilan gender dalam hubungan keluarga. 

2. Meningkatnya cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama 

Pamekasan menuai keprihatinan yang ditampakkan lembaga dan 

pihak terkait. Dimana bentuk keprihatinan tersebut adalah tugas 

utama untuk meningkatkan dan memaksimalkan terhadap adanya 

pendidikan hukum melalui pemberian pemahaman materi terkait 

pernikahan dan perceraian yang ada pada materi bimbingan 
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pranikah dan konseling pranikah yang dilakukan secara persuasif 

serta melalui mejelis binaan penyuluh agama dan bentuk kerjasama 

terhadap perangkat desa dan tokoh masyarakat serta Badan 

Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang 

memiliki tugas melakukan pembinaan baik dari pranikah sampai 

pasca nikah 

B. Saran 

Melihat dinamika perceraian yang ada di Pengadilan Agama 

Pamekasan tentang tingginya angka perceraian, khususnya dalam ranah 

cerai gugat yang cukup memprihatinkan. Dalam hal ini perlu adanya 

kajian lebih lanjut untuk mampu meminimalisir adanya tingginya angka 

perceraian di Indonesia, khsusunya pada Kabupaten Pamekasan yang 

menjadi tempat penelitian, baik dari pihak akademis maupun pihak praktis 

atau kelembagaan yang berwenang. 

Dari segi akademis, perlu adanya kajian yang lebih jauh dan lebih 

dalam terkait tentang perceraian, yang meliputi tentang keberanian seorang 

istri menggugat seorang suami, latar belakang seorang istri yang 

menggugat pihak suami, serta kajian perihal tentang hukum Islam dan 

peraturan perundangan yang ada, baik Kompilasi Hukum Islam maupun 

Undang-Undang Perkawinan. Kajian akademis selanjutnya ditujukan 

kepada peneliti lainnya agar lebih mendalami tentang keberanian seorang 

istri yaitu dari perspektif gender. Yang meliputi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan seorang perempuan. 
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Kajian dari segi praktis dimaksudkan kepada individu, struktur 

keluarga, dan lembaga yang mampu mengambil tindakan pencegahan 

terhadap maraknya perceraian, khsusunya di Kabupaten Pamekasan, yaitu: 

1. Individu, yaitu pribadi laki-laki maupun pribadi perempuan 

yang hendak melakukan perkawinan atau pernikahan mampu 

memahami akan peran dan fungsi dalam berkeluarga, baik 

peran dan fungsi seorang suami maupun peran dan fungsi 

seorang istri. Kesiapan mental dan fisik maupun psikis dari 

kedua belah pihak harus benar-benar siap, agar segala lika-liku 

dalam hubungan suami istri dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa ada perceraian. 

2. Struktur keluarga, dalam hal ini adalah peran seorang ayah 

atau ibu dalam memberikan pemahaman kepada seorang anak 

yang akan melakukan perkawinan, baik dari tugas seorang 

suami atau istri, peran suami dan peran istri, tanggung jawab 

suami atau tanggung jawab istri, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Terlebih lagi 

dalam struktur sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten 

Pamekasan. 

3. Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, 

Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama se-Kabupaten 

Pamekasan, yang mempunyai peran dan tanggung jawab serta 

memberikan pengaruh besar terhadap seseorang yang akan 
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melakukan perkawinan, yaitu dalam ranah persiapan, 

pemberian pemahaman yang dilakukan oleh petugas penyuluh, 

serta bimbingan selama menjalani pra-nikah.  

4. Pengadilan Agama, suatu lembaga yang mempunyai 

wewenang tertinggi dalam hal memutus suatu hubungan atau 

mendamaikan suatu hubungan keluarga. Peran dan tanggung 

jawab sebagai lembaga Pengadilan Agama harus mampu 

meminimalisir peningkatan angka perceraian. Dimana hakim 

sebagai penegak hukum harus mampu memberikan 

pemahaman yang bisa meminimalisir angka perceraian.  

Dari empat struktur yang telah disebutkan di atas diharapkan 

mampu melakukan pencegahan dalam perihal perceraian yang ada di 

Kabupaten Pamekasan. Melihat angka perceraian yang ada di Kabupaten 

Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. 

Peningkatan angka perceraian yang didominasi oleh pihak istri 

menunjukkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab, peran, fungsi, dan 

lain sebagainya sangatlah minim. Hal ini bisa dilatar belakangi karena 

kurang pemahaman tentang segala sesuatu tentang ikatan perkawinan atau 

ikatan keluarga, baik pemahaman dari struktur keluaraga (ayah dan ibu), 

kelembagaan berupa Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama memiliki peranan penting terkait tentang 

penyelesaian perkara perceraian, hal ini ditunjukkan dengan adanya tugas 

Pengadilan Agama yang harus menerima, memeriksa, dan memutus suatu 
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perkara. Tidak mengenyampingkan peranan yang lebih urgen tentang 

pemberian pemahaman terkait tentang perkawinan dan lain sebagainya 

yaitu peran petugas KUA yang mempunyai tugas dalam memberikan 

bimbinga dan penyuluhan terhadap anak-anak yang akan melakukan 

perkawinan agar mampu memahami akan esensi dari keluarga dan 

perkawinan itu, serta hal-hal lain yang memang menjadi dasar untuk 

dipahami dalam melakukan perkawinan. Hal lain yang lebih penting dan 

dasar adalah peranan orang tua dalam membimbing anaknya terkait suatu 

pengetahuan tentang perkawinan. 
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TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS 

Hal. No. Ft Ayat Al-Qur’an, Hadits Terjemahan Ayat 

48 92 Al-Baqarah (2): 226-227. Kepada orang-orang yang 

meng-ila istrinya diberi 

tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika 

mereka kembali (kepada 

istrinya), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. Dan jika 

mereka ber-'azam (bertetap 

hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. 

48 93 Al-Ahzaab (33): 49. Hai orang-orang yang 

beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-

sekali tidak wajib atas mereka 

'iddah bagimu yang kamu 

minta menyempurnakannya. 

Maka berilah mereka mut'ah 

dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-

baiknya. 

48 94 At-Thalậq (65): 1. Hai Nabi, apabila kamu 

menceraikan isteri-isterimu 

maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu 

mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar) dan 

hitunglah waktu iddah itu 

serta bertakwalah kepada 

Allah Tuhanmu. Janganlah 

kamu keluarkan mereka dari 

rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar 

kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang. 

Itulah hukum-hukum Allah 

dan barangsiapa yang 
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melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sesungguhnya 

dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. 

Kamu tidak mengetahui 

barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang 

baru. 

50 98 Al-Baqarah (2): 229. Talak (yang dapat dirujuki) 

dua kali. Setelah itu boleh 

rujuk lagi dengan cara yang 

ma'ruf atau menceraikan 

dengan cara yang baik. Tidak 

halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu dari yang 

telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidak akan 

dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu 

khawatir bahwa keduanya 

(suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum 

Allah, maka tidak ada dosa 

atas keduanya tentang bayaran 

yang diberikan oleh isteri 

untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka 

janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa 

yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah 

orang-orang yang zalim. 

50 100 Hadits Perkara halal yang paling 

dibenci oleh Allah adalah 

talak. 

50 102 HR. Ibnu Majah dan 

Daruquthni 

Thalak itu hanyalah bagi 

orang yang mempunyai 

kekuatan (suami). 

55 107 Al-Baqarah (2): 229. - 

55 108 Al-Baqarah (2): 187. Dihalalkan bagi kamu pada 

malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri 

kamu; mereka adalah pakaian 

bagimu, dan kamupun adalah 
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pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwasanya 

kamu tidak dapat menahan 

nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan 

memberi maaf kepadamu. 

Maka sekarang campurilah 

mereka dan ikutilah apa yang 

telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan makan 

minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah 

puasa itu sampai (datang) 

malam, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam 

mesjid. Itulah larangan Allah, 

maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepada manusia, supaya 

mereka bertakwa. 

58 112 Al-Baqarah (2): 226-227. - 

61 117 An-Nisậ‟ (4): 35 

 

Dan jika kamu khawatirkan 

ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah 

seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. Jika 

kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

64 122 An-Nur (24): 6-9. Dan orang-orang yang 

menuduh istrinya (berzina), 

namun mereka tidak memiliki 

saksi-saksi selain diri mereka 

sendiri, maka persaksian 

orang itu ialah bersumpah 

empat kali dengan nama 

Allah, bahwa sesungguhnya ia 
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benar  (dalam tuduhannya). 

Dan sumpah yang kelima, 

yaitu laknat Allah atasnya, 

jika ia termasuk orang-orang 

yang berdusta. 

Dan istri itu terhindar dari 

hukuman apabila dia 

bersumpah empat kali atas 

nama Allah bahwa dia 

(suaminya) benar-benar 

termasuk orang-orang yang 

berdusta. 

Dan (sumpah) yang kelima 

bahwa kemurkaan Allah akan 

menimpanya (istri), jika dia 

(suaminya) itu termasuk orang 

yang berkata benar. 

66 126 Al-Mujadalah (58): 2-4. Orang-orang yang men-zihar 

istrinya di antara kamu 

(menganggap istrinya sebagai 

ibunya, padahal) tiadalah istri 

mereka itu ibu mereka. Ibu-

ibu mereka tidak lain 

hanyalah wanita yang 

melahirkan mereka. Dan 

sesungguhnya mereka 

sungguh-sungguh 

mengucapkan suatu perkataan 

yang mungkar dan dusta. Dan 

sesungguhnya Allah Maha 

Pemaaf lagi Maha 

Pengampun. 

Orang-orang yang men-zihar 

istri mereka, kemudian 

mereka hendak menarik 

kembali apa yang mereka 

ucapkan, maka (wajib 

atasnya) memerdekakan 

seorang budak sebelum kedua 

suami istri itu bercampur. 

Demikianlah yang diajarkan 

kepada kamu, dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

Barang siapa yang tidak 

mendapatkan (budak), maka 
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(wajib atasnya) berpuasa dua 

bulan berturut-turut sebelum 

keduanya bercampur. Maka 

siapa yang tidak kuasa 

(wajiblah atasnya) memberi 

makan enam puluh orang 

miskin. Demikianlah supaya 

kamu beriman kepada Allah 

dan Rasul­Nya. Dan itulah 

hukum-hukum Allah, dan 

bagi orang-orang kafir ada 

siksaan yang sangat pedih. 

67 129 An-Nisa‟ (4): 34 Kaum laki-laki itu adalah 

pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian 

mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. Sebab itu 

maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh 

karena Allah telah 

memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah 

mereka. Kemudian jika 

mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha Besar. 

69 130 An-Nisa‟ (4): 128 Dan jika seorang wanita 

khawatir akan nusyuz atau 

sikap tidak acuh dari 

suaminya, maka tidak 

mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan 

perdamaian itu lebih baik 
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(bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya 

kikir. Dan jika kamu bergaul 

dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari 

nusyuz dan sikap tak acuh), 

maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

79 152 Hadits Riwayat Ibnu 

Majah 

“Tidak boleh memberikan 

mudharat kepada orang lain 

dan tidak boleh membalas 

kemudharatan dengan 

kemudharatan lagi.” 

80 153 Hadits Riwayat Abu Daut “Allah tidak membolehkan 

sesuatu yang lebih Dia benci 

selain talak” 

80 154 An-Nisa‟ (4): 19 Hai orang-orang yang 

beriman, tidak boleh bagi 

kalian mewarisi wanita 

dengan jalan paksa dan 

janganlah kalian 

menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah 

kalian berikan  kepadanya 

kecuali jika mereka 

melakukan pekerjaan keji 

yang nyata 

81 155 Al-Talaq (65): 1 - 

86 164 Al-Mujadilah (58): 2, 3, 4. “Orang-orang yang menzhihar 

isterinya di antara kamu, 

tidaklah isteri-isterinya itu jadi 

ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-

ibu mereka melainkan yang 

menganakkan mereka. Dan 

sesungguhnya mereka telah 

benar-benar mengucapkan 

kata-kata yang munkar dan 

dosa. Dan sesungguhnya 

Allah adalah Maha Pemberi 

maaf lagi Pemberi ampun.” 

“Dan orang-orang yang 

menzhihaar terhadap setengah 
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dari isteri isteri mereka , 

kemudian mereka itu hendak 

menarik bagi apa yang pernah 

mereka ucapkan itu, maka 

hendaklah merdekakan 

seorang budak sebelum 

keduanya bersentuh-sentuhan. 

Demikianlah kamu diberi 

pengajaran dengan dia. Dan 

Allah terhadap apa-apapun 

yang kamu kerjakan adalah 

Maha Tahu.” 

“Maka barang siapa yang 

tidak mendapatnya, maka 

hendaklah berpuasa dua bulan 

berturut-turut. Maka barang 

siapa yang tidak kuat, maka 

hendaklah memberi makan 

enampuluh orang miskin. 

Demikianlah agar kamu 

beriman kepada Allah dengan 

Rasul-Nya. Dan itulah dia 

batas-batas yang ditentukan 

Allah. Dan bagi orang-orang 

yang kafir adalah azab siksaan 

yang pedih.” 

86 165 Al-Ahzab (33): 4 “Allah sekali-kali tidak 

menjadikan bagi seseorang 

dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak 

menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai 

ibumu, dan Dia tidak 

menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang 

demikian itu hanyalah 

perkataanmu di mulutmu saja. 

Dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia 

menunjukkan jalan (yang 

benar).” 

87 168 Al-Baqarah (2): 226 “Kepada orang-orang yang 

meng‟ila‟ istri-strinya diberi 
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tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika 

mereka kembali (kepada 

istrinya), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”  

88 171 An-Nuur (24): 6 – 7 “Orang-orang yang menuduh 

istrinya (berzina) padahal 

mereka tidak mempunyai 

saksi-saksi selain dari mereka 

sendiri, maka persaksian 

mereka orang itu ialah empat 

kali bersumpah dengan mana 

Allah, bahwa sesuangguhnya 

dia termasuk orang-orang 

yang benar.  

Dan sumpah yang kelima, 

bahwa laknat Allah akan 

ditimpahkan kepadanya jika ia 

termasuk orang-orang yang 

berdusta.” 
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